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Abstrak: Penguatan pelayanan kesehatan primer telah digaungkan sejak lama oleh para pemangku 

kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional. Namun demikian, implementasinya belum optimal. Salah satu tolok ukurnya 

adalah performa FKTP yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi guna mewujudkan pelayanan kesehatan primer 

yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data desk research (secondary data), serta proses triangulasi untuk memastikan validitas dan 

reliabilitas data yang digunakan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah secara umum 

Indonesia belum memiliki tata kelola yang komprehensif dalam setiap aspek yang termasuk dalam 

mata rantai penting yang diperlukan untuk menentukan kualitas  pelayanan kesehatan primer. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan pembenahan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh seluruh stakeholder terkait. 

 

Kata Kunci: Kesehatan; kualitas; pelayanan; primer  

 

Abstract: The strengthening of primary health care has been explained and sounded for a long time 

by the stakeholders in order to achieve the effectiveness and efficiency of the National Health 

Insurance Program implementation. Nevertheless, the implementation has not been optimal yet. It 

refers to the fact that FKTP performance is not in accordance with the target. This research was 

aimed to give recommendations in realizing the qualified primary health care. This research used 

the qualitative approach using desk research as the collection data method and the triangulation 

process as an instrument to check the validity and reliability of the data. The result of the research 

showed that Indonesia does not have comprehensive governance yet in every aspect to create the 

qualified primary health care. Therefore, it needs gradually and continuously improvements done 

by all related stakeholders.   
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PENDAHULUAN 

UU no 40/2004 tentang SJSN secara tegas menetapkan prinsip kesetaraan (equity) dan 

prinsip asuransi sosial sebagai landasan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Prinsip 

kesetaraan merujuk pada keleluasaan akses pelayanan kesehatan bagi peserta sedangkan prinsip 

efisiensi mengamanahkan operasionalisasi program yang berbasis pada kaidah asuransi sosial. Hal 

ini  sangat diperlukan untuk mewujudkan cakupan semesta (UHC) dimana peserta dapat 

memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan terbebas dari beban 

finansial (Tulchinsky T.H, 2018). Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan reformasi 

sistem pelayanan kesehatan yang dapat mengatasi disparitas kesehatan yang semakin meningkat 

terutama di negara sedang berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Kesehatan 

Primer (Primary Care) yang berkualitas mampu mengurangi disparitas kesehatan yang disebabkan 

faktor rasial, etnis dan tingkat pendapatan (Wang et al, 2015). Oleh karena itu penguatan kualitas 

Pelayanan Kesehatan Primer  sudah sepatutnya menjadi fokus utama untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan JKN. 

 

Menurut definisi dari Institute Of Medicine (IOM, 1996), Pelayanan Kesehatan Primer 

(Primary Care) adalah Pelayanan Kesehatan terintegrasi dan mudah diakses yang dikelola oleh 

klinisi yang bertanggung jawab melaksanakan upaya kesehatan perorangan, mengembangkan 

hubungan berkelanjutan dengan pasien dan menjalankan prakteknya dalam lingkup keluarga dan 

komunitas. Selain itu, menurut Dr. Barbara Starfield, Pelayanan Kesehatan Primer memiliki 

karakteristik pokok yang dikenal sebagai 4 Pilar Pelayanan Kesehatan Primer (4C’s) yakni 

Comprehensive Care (Pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif), First Contact (Kontak 

Pertama), Coordination Of Care (Koordinasi pelayanan) dan Continuity Of Care (Pelayanan yang 

berkesinambungan) (Foo,C,D et al, 2021). Pelayanan kesehatan primer bukanlah jenis pelayanan 

spesialistik atau suatu disiplin ilmu kedokteran namun ia adalah pelayanan kesehatan bersifat 

generalis yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat (Mc Auley et al., 2021). Penguatan 

kualitas Pelayanan Kesehatan Primer dilakukan dengan memastikan terwujudnya karakter pokok 

yang dimilikinya melalui pembenahan terutama pada dimensi struktur (input) dan proses 

(Starfield,1994). Deklarasi Astana 2018 juga menekankan upaya peningkatan infrastruktur dan 

kapasitas untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas (WHO, 2018).  

 

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer telah lama digaungkan pemangku kepentingan 

terkait  untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program JKN. Berbagai strategi telah 

dilaksanakan mulai dari melaksanakan seleksi untuk memastikan kesiapan struktur FKTP, 
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menerapkan sistem pembayaran berbasis kinerja, mendorong pemberian manfaat promotif preventif 

hingga skema redistribusi peserta dari Puskesmas ke Klinik Pratama. Seluruh intervensi dimaksud 

dipercaya sebagai panasea yang akan segera memberikan dampak peningkatan kualitas Pelayanan 

Kesehatan Primer. Namun hingga saat ini, performa Pelayanan Kesehatan Primer masih belum 

mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu tinjauan literatur ini dilakukan untuk menggali 

berbagai referensi yang dapat menjadi masukan dalam merumuskan upaya untuk meningkatkan 

kualitas Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia.  

 

METODE 

Tinjauan literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jurnal terkait pelayanan 

kesehatan primer maupun informasi yang terkait pada beberapa  penyedia jurnal yakni PubMed, 

Science Direct dan Proquest. Selain itu juga dilakukan pencarian melalui Google untuk mencari 

informasi lainnya yang terkait serta materi internal BPJS Kesehatan. Pencarian dilakukan terhadap 

jurnal yang berbahasa inggris maupun yang berbahasa Indonesia dengan menggunakan kata pencari 

yakni “Primary Care”, “Primary Health Care”,“Health Care Quality”, “Universal Health Care 

Coverage”, “Barbara Starfield” sebagai panduan. Mayoritas jurnal yang ditemukan berbahasa 

Inggris dan dilakukan pemilahan terhadap jurnal yang diperoleh berdasarkan kesesuaian konten 

dengan topik yang ditetapkan. Topik-topik terkait yang diambil sebagai bahan penulisan adalah: 

Definisi Pelayanan Kesehatan Primer, 4 Pilar Pelayanan Kesehatan Primer, Perbedaan  antara 

Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Care) dengan Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Health 

Care), Pelayanan Kesehatan Primer sebagai strategi mencapai UHC, regulasi terkait Pelayanan 

Kesehatan Primer, Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer. Jurnal yang terkait dengan konten medis 

di eksklusi mengingat topik yang menjadi sumber tinjauan lebih bersifat non-medik.   

 

HASIL 

Penelitian ini menghasilkan temuan (findings) bahwa secara umum Indonesia belum 

memiliki tata kelola yang komprehensif dalam setiap aspek yang termasuk dalam mata rantai 

penting yang diperlukan untuk menentukan kualitas  pelayanan kesehatan primer. Oleh sebab itu, 

menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan untuk dilakukan pembenahan secara bertahap dan 

berkesinambungan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder terkait. Hal ini 

dapat dimulai dari adanya kesepakatan tentang definisi dan kedudukan pelayanan kesehatan primer 

merujuk pada keterkaitannya dengan JKN sebagai sistem pembiayaan kesehatan yang bersifat 

perorangan. 
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PEMBAHASAN 

Kedudukan pelayanan primer 

Definisi pelayanan primer 

Terminologi pelayanan kesehatan primer (Primary Care) merujuk pada akitivitas klinis 

yang dilakukan  untuk menyelesaikan masalah kesehatan individu (Lee et al., 2009). Pelayanan 

kesehatan primer juga fokus pada pelayanan kesehatan perorangan dan menekankan upaya 

transformasi untuk memenuhi tujuan dari pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care). Lebih 

lanjut lagi, pelayanan kesehatan primer adalah strategi yang sangat diperlukan untuk mengelola alur 

pasien dalam sistem pelayanan kesehatan dan menjadi penentu dari peran dan fungsi setiap tingkatan 

pelayanan  (Starfield, 1998). Pelayanan kesehatan primer identik dengan tipe pelayanan berbasis 

kedokteran keluarga sedangkan pelayanan kesehatan dasar memiliki ruang lingkup yang mencakup 

seluruh populasi (Muldoon, L. K., Hogg,W. E., & Levitt, M., 2006).  

Barbara Starfield (2009), pakar pelayanan kesehatan primer menetapkan bahwa pelayanan 

kesehatan primer adalah tulang punggung dari sistem pelayanan kesehatan berdasarkan alasan 

sebagai berikut : (a) kontak pertama dari pasien untuk melakukan utilisasi pelayanan, (b) fokus pada 

pelayanan individu secara menyeluruh (person centered), di samping fokus pada penyakit yang 

diderita (disease centered), (c) pelayanan yang diberikan bersifat komprehensif ditinjau dari upaya 

penanganan yang dilakukan untuk semua masalah kesehatan, (d) kapasitas untuk 

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelayanan sehingga menghindarkan terjadinya duplikasi 

yang berujung pada in-efisiensi. Oleh karena itu, pemahaman terkait definisi dan perbedaan antara 

kedua nomenklatur tersebut agar tidak terjadi duplikasi fungsi dan pengukuran performa yang lebih 

akurat (Awofeso N, 2004).   

 

Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia 

Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, nomenklatur pelayanan kesehatan 

primer tidak pernah digunakan secara eksplisit. Pelayanan kesehatan primer pada umumnya 

ditampilkan berdasarkan posisinya sebagai tingkat layanan, penjabaran dari fungsi yang 

dilaksanakan, serta identifikasi kewenangan dari pemberi layanan. Kondisi ini dapat dilihat pada 

deskripsi berbagai regulasi. Pertama, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan pelayanan primer sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama di mana pelayanan 

tersebut diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Kedua, Perpres No. 72 Tahun 2012 
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tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menyatakan pelayanan kesehatan perorangan primer 

sebagai pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal 

pelayanan kesehatan. 

Masih merujuk pada Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, 

pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan  penekanan pada pelayanan pengobatan, 

pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan 

kebugaran dan gaya  hidup sehat (healthy life style). Pelayanan kesehatan perorangan primer 

diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi seperti yang 

ditetapkan sesuai ketentuan berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, maupun 

fasilitas pelayanan kesehatan perorangan primer, baik Puskesmas dan jejaringnya, maupun fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dilaksanakan dengan 

dukungan pelayanan kesehatan perorangan sekunder dalam sistem rujukan yang timbal balik. 

Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanan 

kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari pemerintah 

daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. 

Ketiga, Permenkes No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 

Perseorangan yang mendefinisikan pelayanan primer sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama 

sebagai: (a) pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di Puskesmas, 

puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga 

pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama (Pasal 2), (b) dalam keadaan tertentu, bidan atau 

perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Pasal 2), serta (c) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke 

dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (pasal 4). Keempat,  

Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No. 111 Tahun 2013  tentang 

Jaminan Kesehatan, Perpres No. 111 Tahun 2013  tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No. 19 Tahun 2019 tentang  Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan,  serta Perpres No. 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mendefinisikan pelayanan primer sebagai pelayanan 

kesehatan tingkat pertama sebagai pelayanan kesehatan non-spesialistik 

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

inkonsitensi baik dalam penyebutan maupun pendefinisian pelayanan primer. Definisi pelayanan 

primer sesuai Perpres no 72/2012 sudah menggambarkan karakteristik Pelayanan Kesehatan Primer 

karena ditetapkan sesuai fungsi pokok yang dilaksanakannya yakni fungsi kontak pertama dan 

pelayanan yang bersifat komprehensif. Namun definisi tersebut belum secara tegas menetapkan 2 

karakteristik pokok lainnya yakni Kontinuitas dan Koordinasi. Disisi lain, Permenkes no 001/2012 



Hendrawan, Nurcahyo, Afdal (2021) - Pelayanan Primer…| 6 

 

 
 

serta peraturan lainnya cenderung berorientasi pada pendefinisian Pelayanan Kesehatan Primer 

berdasarkan tiga kategori yakni sifat layanan, pemberi layanan serta tempat pelayanan. Kondisi ini 

pada prinsipnya menimbulkan ambiguitas yang dapat berdampak pada upaya untuk 

mengoptimalkan kualitas Pelayanan Kesehatan Primer. Penyebutan Pelayanan Kesehatan Primer 

sebagai Pelayanan Tingkat Pertama cenderung mempersempit definisi Pelayanan Kesehatan Primer 

dimana lebih terkonotasi sebagai pelayanan yang paling sederhana/mendasar yang kurang 

berkualitas dibandingkan pelayanan spesialistik. Selain itu, penyebutan tersebut tidak 

mencitrakan/menampilkan makna “primer” serta kedudukannya sebagai pelayanan yang utama 

dalam sistem kesehatan. 

Selain itu, merujuk pada pendefinisian sebagaimana dituangkan dalam Perpres no 72/2012 

tentang Sistem Kesehatan Nasional, mengandung pengertian bahwa klinisi lain selain dokter dapat 

dikategorikan sebagai pemberi pelayanan tingkat pertama sepanjang yang bersangkutan berfungsi 

sebagai kontak pertama dan memberikan pelayanan komprehensif. Hal ini menunjukkan ada 

insitiatif untuk mengedepankan peran  Pelayanan Kesehatan Primer sebagai tim bukan individu. 

Akan tetapi disisi lain definisi permenkes secara tegas memberikan batasan yang lebih spesifik yakni 

pelayanan tingkat pertama sebagai pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi 

saja dan dilakukan pada tempat sebagaimana ditetapkan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan definisi 

standar Pelayanan Kesehatan Primer dan mengatasi dampak transisi epidemiologi dan demografi 

yakni meningkatnya kelompok usia lanjut dengan penyakit kronis.  

 

Karakteristik Kunci Pelayanan Tingkat Pertama 

Pada prinsipnya optimalisasi pelayanan tingkat pertama sangat tergantung dari integrasi 

aspek penentu performa layanan yang terdiri atas struktur (input), serta proses dan luaran (outcome). 

Pendekatan berbasis pada ketiga aspek tersebut dikenal dengan konsep Donabedian. Konsep ini 

sangat sesuai untuk diterapkan dalam melakukan analisis mengingat karakter pelayanan tingkat 

pertama yang bersifat multidimensional di mana dimensi stuktur sangat berperan untuk 

memfasilitasi  akses dan utilisasi sehingga tercapainya outcome (Kringos et al., 2010). Sekelompok 

ahli dari Eropa melakukan identifikasi aspek- aspek yang membentuk kerangka sistem pelayanan 

kesehatan primer berdasarkan tinjauan sistemik literatur. Aspek-aspek tersebut  terdiri dari (Kringos 

et al., 2010): (a) aspek struktur yang terdiri dari tata kelola kebijakan (governance), tata kelola 

pembiayaan,  serta pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, (b) aspek proses 

meliputi penjabaran dari 4 pilar pelayanan kesehatan primer yang terdiri dari akses/kontak pertama, 

kontinuitas pelayanan, koordinasi pelayanan, pelayanan komprehensif, serta (c) aspek luaran yang 

terdiri dari kualitas pelayanan, efisiensi pelayanan dan kesetaran pelayanan.  
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Hasil dari analisa yang dilakukan menunjukkan faktor-faktor yang perlu dimonitor untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer yang terdiri dari dimensi tata kelola, dimensi 

kondisi ekonomi, serta dimensi pengembangan kapasitas. Pertama, dimensi tata kelola terdiri dari: 

(a) tujuan sistem pelayanan kesehatan: Visi dan misi nasional dari sistem pelayanan kesehatan, (b) 

kebijakan yang mendorong adanya kesetaraan akses pelayanan primer: Segala kebijakan maupun 

ketentuan yang berdampak pada kemudahan untuk mendapatkan pelayanan, (c) sentralisasi maupun 

desentralisasi manajemen pelayanan primer dan pengembangan layanan: adanya kebijakan yang 

mengatur tentang variasi model praktik yang disesuaikan dengan kondisi geografi, penetapan 

prioritas program serta kebijakan terkait dengan peran serta masyarakat, (d) manajemen kualitas 

infrastruktur: adanya ketentuan yang menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan seperti, 

mekanisme penilaian kualitas, sertifikasi provider, ketersediaan informasi tentang kualitas layanan, 

ketersediaan panduan klinis, standar kompetensi serta standarisasi fasilitas, (e) advokasi pasien: 

prosedur kepatuhan pasien di sarana pelayanan, (f) status kepemilikan sarana, serta (g) integrasi 

pelayanan primer kedalam sistem pelayanan kesehatan: Keberadaan mekanisme kolaborasi antara 

pelayanan primer dan lanjutan. 

Kedua, dimensi kondisi ekonomi yang terdiri dari: (a) sistem pembiayaan kesehatan : model 

pembiayaan yang digunakan (asuransi atau pajak), (b) total biaya pelayanan kesehatan, (c) total 

biaya pelayanan kesehatan primer, (d) status pembiayaan tenaga kesehatan pada tingkatan pelayanan 

kesehatan dasar, (e) bentuk remunerasi, serta (f) pendapatan tahunan dari tenaga pelayanan primer. 

Ketiga, dimensi pengembangan kapasitas terdiri dari: (a) profil tenaga kesehatan pada pelayanan 

kesehatan tingkat pertama, (b) tanggung jawab dan pencapaian, (c) pendidikan, (d) asosiasi profesi, 

(e) kedudukan akademis dari displin ilmu pelayanan tingkat pertama, serta (f) pengembangan ke 

depan dari tenaga pelayanan kesehatan tingkat pertama.  

Kandungan yang terdapat dalam dimensi proses sejatinya merupakan karakteristik pokok 

dari pelayanan tingkat pertama sebagaimana konsep yang dibuat oleh Dr. B. Starfield, seorang pakar 

pelayanan kesehatan primer terkemuka. Dalam  konsepnya, Starfield mengemukakan bahwa 

pelayanan kesehatan tingkat pertama secara spesifik memiliki empat fungsi pokok yang dapat 

dijadikan sebagai indikator untuk mengukur performa pelayanan tingkat pertama. Keempat fungsi 

tersebut terdiri dari beberapa dimensi.  

Pertama, dimensi akses yang mencakupi hal-hal sebagai berikut: (a) ketersediaan sarana 

pelayanan: rasio kecukupan antara jumlah serta model provider pelayanan tingkat pertama, (b) akses 

secara geografis: berapa jumlah sarana yang sangat terpencil? seberapa dekat sarana pelayanan 

dengan target populasi?, (c) akomodasi akses: kondisi yang terkait langsung dengan kemudahan 

akses contoh,  kemudahan akses setelah jam praktek, sistem perjanjian, kunjungan rumah/home visit, 

(d) keterjangkauan biaya untuk mengakses pelayanan: apakah dijumpai adanya hambatan finansial 
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bagi pasien untuk mengakses pelayanan contoh, cost sharing, co-payment, dan lainnya, (e) 

akseptabilitas terhadap pelayanan: kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan, (f) tingkat 

utilisasi pelayanan: pantauan data utilisasi, serta (g) kesetaraan akses: kondisi di mana penyediaan 

akses dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. 

Kedua, dimensi kontinuitas pelayanan yang mencakupi hal-hal sebagai berikut: (a) 

longitudinalitas, yakni adanya hubungan jangka panjang antara provider dengan pasien, (b) 

kontinuitas informasi pasien, yakni ketersediaan sistem informasi pasien misalnya, rekam medik 

pasien, sistem rujukan, serta (c) kontinuitas relasi pelayanan, yakni adanya kualitas yang baik dari 

hubungan antara provider dengan pasien misalnya: pola komunikasi, respon terhadap kebutuhan 

pasien serta respek terhadap pasien. Ketiga, dimensi koordinasi pelayanan yang meliputi sistem 

gatekeeper, struktur praktek dan  tim PPK tingkat pertama, yakni apakah PPK memiliki atau menjadi 

bagian dari suatu tim pemberi layanan, bauran keahlian (skill mix) dari PPK tingkat pertama, yakni 

diversifikasi keahlian, integrasi dengan pelayanan tingkat lanjut, serta integrasi dengan sistem 

kesehatan masyarakat 

Keempat, dimensi komprehensif yang mencakupi ketersediaan peralatan medik, kontak 

pertama untuk masalah kesehatan yang bersifat umum, yakni cakupan masalah kesehatan yang dapat 

ditangani, terapi dan diagnosa lanjutan (follow-up diagnose), yakni cakupan terapi serta perawatan 

lanjutan, prosedur tindakan medik dan pelayanan preventif, yakni cakupan tindakan medik maupun 

pelayanan preventif yang dilakukan, pelayanan kesehatan reproduktif serta kesehatan ibu-anak, serta 

promosi kesehatan, yakni cakupan pelayanan promosi kesehatan. Keseluruhan faktor-faktor penentu 

tersebut di atas harus dilakukan kajian secara oleh komite pakar untuk melihat faktor utama dan 

kesesuaiannya  dengan kondisi Indonesia. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai landasan 

pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer di Indonesia 

 

Kondisi Pelayanan Kesehatan Primer Bagi Peserta JKN 

Pada prinsipnya terdapat kenaikan jumlah faskes yang bekerja sama dari tahun ke tahun 

hingga bulan September 2020, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Jumlah Faskes yang Bekerja Sama 
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Pesatnya pertumbuhan jumlah Faskes kerjasama tersebut tidak serta merta menunjukkan 

adanya performa yang baik sesuai dengan konsep kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud di atas. 

Hal ini mengindikasikan bahwa FKTP yang bekerja sama belum optimal melaksanakan perannya 

sesuai dengan kaidah-kaidah pelayanan kesehatan primer. Terdapat disparitas yang cukup signifikan 

antar jenis saskes sesuai dengan data dibawah ini: 

 

Figur 1. Performa Kunjungan dan Rujukan FKTP (Kategori DPP, Klinik Pratama, Klinik 

Polri, serta Klinik TNI) 

 

 

Figur 2. Performa Kunjungan dan Rujukan FKTP (Kategori Praktek DRG, Puskesmas, dan 

RS D Pratama) 

No Jenis FKTP 2016 2017 2018 2019

2020 

(Real. s.d 

30 Sept.)

1 Dokter Praktek Perorangan        4.578        4.883        5.475        5.354        4.937 

2 Klinik POLRI           568           562           562           569           568 

3 Klinik Pratama        3.880        4.603        5.415        5.543        5.478 

4 Klinik TNI           704           669           660           654           644 

5 Praktik Dokter Gigi        1.150        1.188        1.226        1.228        1.197 

6 Puskesmas        9.813        9.842        9.933      10.050      10.111 

7 RS Tipe D Pratama             15             16             27             32             28 

     20.708      21.763      23.298      23.430      22.963 Total
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Masih terlihat  lemahnya fungsi Puskesmas maupun FKTP milik TNI-Polri  sebagai 

Gatekeeper dilihat dari tingginya rasio rujukan Puskesmas maupun Faskes TNI Polri. Hal ini sejalan 

dengan temuan dari hasil studi yang dilakukan oleh Mulyanto dkk. dimana FKTP memahami 

tugasnya sebagai Gatekeeper namun kurang berkomitmen melaksanakannya karena menganggap 

tugas ini sebagai tambahan beban kerja dan membatasi otonomi sebagai klinisi (Mulyanto, J., 

Wibowo, Y., & Kringos, D. S., 2021).  Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan Gatekeeper 

merupakan salah satu aspek yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan 

Primer sesuai temuan Barbara Starfield. Selain itu dikaitkan dengan fungsi yang lebih komprehensif 

sebagai Care Coordinator yang sesungguhnya merupakan essensi tupoksi FKTP yang paling efektif 

maka  dapat diyakini bahwa seluruh jenis FKTP belum mampu melakukannya. Kondisi ini terlihat 

dari rendahnya jumlah peserta Prolanis yang terkendali dibanding peserta terdaftar.  

Upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer juga terlihat 

belum optimal berjalan. Instrumen pembayaran yang digunakan yakni KBK memiliki indikator yang 

hanya berfokus pada proses bukan outcome sehingga memiliki dampak yang minimal dalam 

meningkatkan performa FKTP. Disatu sisi belum terdapat adanya panduan proses yang menjadi 

acuan bagi FKTP untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hanya FKTP di Jawa 

dan Sumatera yang mampu mencapai target sedangkan FKTP diluar wilayah tersebut rata-rat tidak 

mampu mencapai indikator. Besaran indikator KBK sendiri khususnya yang terkait dengan Rasio 

Rujukan Non Spesialistik secara umum belum dapat disesuaikan dengan konteks epidemiologi 

kewilayahan yang ada di masing2 daerah.  Untuk performa RJTL secara umum PRB belum berjalan 

dengan baik mengingat masih tingginya angka kontrol ulang. 



Hendrawan, Nurcahyo, Afdal (2021) - Pelayanan Primer…| 11 

 

 
 

 

Figur 3. Rasio Angka Kontak, Rasio Peserta Prolanis Berkunjung, Serta Rasio Peserta 

Prolanis Terkendali 

 

 

Figur 4. Rasio Rujukan Non-Spesialistik 
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Figur 5. Capaian Prolanis 

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan tinjauan literatur diatas serta hasil pemetaan indikator performa Pelayanan 

Kesehatan Primer yang mengacu pada konsep yang disusun oleh Kringos et.al (2010) maka kondisi 

pelayanan kesehatan primer di Indonesia secara umum belum memiliki tata kelola yang 

komprehensif dalam setiap aspek yang termasuk dalam mata rantai penentu kualitas  Pelayanan 

Kesehatan Primer. Perlu dilakukan pembenahan secara bertahap yang dilakukan bersama oleh 

seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini seyogianya dimulai dari adanya kesepakatan tentang 

definisi dan kedudukan Pelayanan Kesehatan Primer dilihat dari keterkaitannya dengan JKN sebagai 

sistem pembiayaan kesehatan yang bersifat perorangan. Dalam prakteknya, peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut tidak hanya terbatas  pada penguatan peran sebagai 

gatekeeper, peningkatan fungsi sebagai pembeli stratejik maupun peningkatan aktivitas promotif 

dan preventif. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh pada seluruh aspek yang diperlukan 

untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas. Kualitas layanan pelayanan kesehatan tingkat 

pertama merupakan suatu keniscayaan sebagaimana disampaikan dalam Deklarasi Astana 2018..  
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